WALIKOTA PALEMBANG

PROVINS! SUMATERA SELATAN
PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG
NOMOR 3f TAHUN 2015

TENTANG

JADWAL RETENSI ARSIP KEPEGAWAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN
PEJABAT NEGARA PEMERINTAH KOTA DAN TATA CARA PENYUSUTANNYA

Menimbang :

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

bahwa dalam rangka memperiahankan Negara Kesatuan
Republik Indonesia dan mencapai cita-cita Nasional
scbagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, arsip sebagai
identitas dan jati diri bangsa serta sebagai memeori, acuan dan
bahan pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara harus dikelola dan diselamatkan
oleh negara;

bahwa dalam rangka pendayagunaan Arsip sebagai bahan
akuntabilitas kinerja organisasi sccara efisien dan efektif,
menjamin perlindungan kepentingan negara dan hak-hak
keperdataan rakyat serta tercapainya tertib penyusutan arsip
dan penyelamatan arsip sebagai alat bukti otentik dan
pertanggungjawaban, perlu dilakukan upaya penyempurnaan
Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil dan
Pejabat Negara Pemerintah Kota Palembang dan tata cara
penyusutannya;

bahwa Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil
dan Pejabat Negara Pemerintah Kota dan Tata Cara
Penyusutannya periu diatur dalam Peraturan Walikota agar
memiliki landasan dan kepastian hukum;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf ¢, perlu menetapkan
Peraturan Walikota Palembang tentang Jadwal Retensi Arsip
Kepecgawaian Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara
Pemerintah Kota dan Tata Cara Penyusutannya;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat 1l dan Kotapraja di Sumatera Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomaor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1821);



Menetapkan :

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5071);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia
Nomor 35587) sebagaimana telah diubah beberapa Kkali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang  Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5286);

Peraturan Bersama Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia
dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2012
dan Nomor 15 tahun 2012 tentang Pedoman Retensi Arsip
Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 228);

Peraturan Walikota Palembang Nomor 78 Tahun 2012 tentang
Jabatan Fungsional Arsiparis (Berita Daerah Kota Palembang
Tahun 2012 Nomor 78};

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALIKOTA TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP
KEPEGAWAIAN PEGAWALI NEGER! SIPIL DAN PEJABAT NEGARA
DAN TATA CARA PENYUSUTANNYA

BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini vang dimaksud dengam:

1.
2.

Walikota adalah Walikota Palembang.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjumya_ disingkat
SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan
Pemerintah Kota Palembang.

Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbaga%
bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi
informasi dan komunikasi yang dibuat dan cliterim{a _o1ch
lembaga negara pemerintah daerah, lembaga pendidikan,
perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan
dan  perseorangan dalam  pclaksanaan kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.



10.

1L,

12,

14.

15

16.

Arsip Aktif adalah arsip yang [rekuensi penggunaannya tingei
dan atau terus-menerus.

Arsip Inaktif adalah arsip vang frekuensi penggunaannya
telah menurun.

Arsip Stalis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip
karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis
rctensinya dan  berketerangan dipermanenkan yang telah
diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh

Arsip Nasional Republik Indonesia dan atau Lembaga
Kearsipan.

Arsip Kepegawaian adalah arsip yang berhubungan dengan
masalah kepegawaian,

Pegawni Negeri Sipil adalah setiap warga Negara Republik
Indonesia yang telah ditentukan, diangkat oleh pejabat yang
berwewenang dan diserahi tugas dalam suatu negeri
atau,diserahi tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan
peraturan perundangan yang tercatat.

Pejabat Negara Pemerintah Kota adalah pejabat negara di
lingkungan Pemerintah Kota Palembang.

Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian yang selanjutnya disebut
JRA Kepegawaian adalah daftar vang berisi jenis arsip
kepegawaian beserta jangka waktu penyimpanannya sesuai
dengan nilai kegunaannya dan dipakai sebagai pedoman
penyusutan arsip kepegawaian seluruh Satuan Kerja
Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Palembang,

Jenis Arsip adalah unit-unit berkas yang di cipta, di atur dan
dikelola sebagai suatu unit karena berhubungan secara fungsi
atau subyek, merupakan hasil dari kegiatan yang sama.

Jangka Waktu Simpan adalah masa simpan minimal suatu
arsip pada unit pengolah dan/atau unit kearsipan.

Keterangan Musnah adalah keterangan yang menyalakan
bahwa arsip dapat dimusnahkan karena jangka waktu
penyimpanan telah selesai dan tidak memiliki nilai guna lagi.

Keterangan Permanen adalah keterangan yang menyatakan
bahwa arsip memiliki nilai guna seckunder, wajib diserahkan
kepada lembaga Kearsipan Daerah dengan lingkup
kewenangan masing-masing.

Berkas Perseorangan adalah arsip yang tercipta dalam rangka
perjalanan karier Pegawai Negeri Sipil di lembaga-lembaga
negara dan badan-badan pemerintah.

Penyusutan Arsip Kepegawaian adalah kegiatan pengurangan
jumlah Arsip Kepegawaian dengan cara pemindahan arsip
inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan, pemusnahan
arsip yang tidak memiliki nilai guna dan penyerahan arsip
statis kepada lembaga kearsipan.



Pasal 2

JRA Kepegawaian tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. * ®

Pasal 3

Benlruk_dan susunan JRA Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
mel_lp_lun kolom nomgr, Jenis Arsip, Jangka Waktu Simpan dan Keterangan yang
berisi pernyataan Musnah, Permanen dan masuk Berkas Perseorangan.

Pasal 4

(1) J?.ngka Waktu Simpan Arsip Aktfl dihitung sejak Arsip diciptakan dan
diregistrasi hingga pokok masalah pada naskah selesai diproses,

(2) Setiap Arsip Kepegawaian dilentukan retensinya atas dasar nilai guna yang
ditvangkan dalam JRA Kepegawaian,
Pasal &

JRA Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipergunakan sebagai
pedoman penyusutan Arsip kepegawaian di SKPD.

BAB Il
PENYUSUTAN ARSIP KEPEGAWAIAN
Pasal 6

(1) Penyusutan Arsip Kepegawaian khususnya penyerahan Arsip Kepegawaian
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penyerahan Arsip Statis
instansi.

(2) Penyusutan Arsip Kepegawaian bertujuan untuk mengurangi jumlah Arsip yang
sudah tidak diperlukan lagi pada tempat penyimpanan arsip.

{3) Manfaat Penyusutan Arsip Kepegawaian adalah untuk:

a. meningkatkan efesiensi penggunaan tempat penyimpanan arsip;
b. meningkatkan efesiensi biaya pemeliharaan/perawatan arsip;

¢. meningkatkan keindahan dan ketertiban ruang kerja vang dapat
berpengaruh terhadap gairah kerja pegawai;

d. meningkatkan kualitas penyimpanan dan penataan arsip; dan
e. meningkatkan kecepatan penemuan kembali arsip.
BAB I
PEMUSNAHAN ARSIP KEPEGAWAIAN
Pagal 7

(1) Pemusnahan Arsip Kepegawaian merupakan tanggung jawab pimpinan
pencipta Kepegawaian terhadap Arsip yang:

a. tidak memiliki Nilai Guna Arsip;



b. telah habis retensinya dan berketerangan dimusnahkan berdasarkan JRA
Kepegawaian;

(X L@dak ada peraturan perundang-undangan yang melarang; dan
tidak berkaitan dengan proses penvelesaian suatu perkara.
d. tidak berkaitan dengan proses penyelesaian suatu perkara.

(2) Prosedur Pemusnahan Arsip Kepegawaian meliputi:

4. pembentukan panitia penilai Arsip;

b. penyeleksian Arsip Kepegawaian, yang meliputi:
1.  penyecleksian Arsip Inaktil;
2. pembuatan daftar Arsip Inaktif yang akan dipindahkan; dan
3. penataan Arsip Kepegawaian yang akan dipindahkan;
pembuatan daftar arsip usul musnah oleh arsiparis di unit kearsipan;
penilaian oleh panitia penitai Arsip;
permintaan persetujuan dari pimpinan pencipta Arsip;
penetapan Arsip Kepegawaian yang akan dimusnahkan; dan
pelaksanaan pemusnahan,

m oo D

Pasal 8

Pemindahan, pemusnahan dan penyerahan Arsip Kepegawaian dapat dilaksanakan

setelah mendapal persetujuan dari pejabat pengeuna atau penanggungijawab Arsip
Kepegawaian,

Pasal @

(1) Pejabat pengguna atau penanggungjawab Arsip Kepegawaian sebelum
memberikan persetujuan untuk melaksanakan pemusnahan terhadap Arsip
Kepegawaian harus memperhatikan saran dari panitia pemusnahan Arsip.

{2} Untuk dapat memberikan saran, panitia pemusnahan Arsip Kepegawaian harus
terlebih dahulu melakukan penilaian terhadap Arsip Kepegawaian yang
diusulkan untuk dimusnahkan.

Pasal 10

Arsip Kepegawaian vang sudah mencapai batas waktu penyimpanan pada satu
tempat penyimpanan sebagaimana ditetapkan dalam .Jadwal Retensi Arsip
Kepegawaian, apabila menurut pertimbangan pengguna dan penanggungjawab
Arsip Kepegawaian masih diperlukan bagi organisasi, dapat diperpanjang masa
retensinya.



BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maka Lampiran Peraturan Walikota
Palembang Nomor 10 Tahun 2006 tentang .Jadwal Retensi Arsip Kota Palembang
(Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2006 Nomor 10) sepanjang yang
mencantumkan Masalah : 800 (Kepegawaian), dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang,

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal |g Agustus 2015

Plt. WALIKOTA PALEMBANG,

HARNOJOYO

Diundangkan di Palembang
pada tanggal (0 AgUstus Jais
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG,

{UCOK HIDAYAT
BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2015 NOMOR 3%



JADWAL RETENSI ARSIP KEPEGAWAIAN NEGERI SIPIL DAN PEJABAT NEGARA

LAMPIRAN

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG JADWAL RETENS| ARSIP KEPEGAWAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DAN PEJABAT NEGARA PEMERINTAH KOTA DAN TATA CARA PENYUSUTANNYA

PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
O JENIS ARSIP JANGIA WAKTU SIMPAN KET
AKTIF INRKTIF
1 Fl 3 & 5
1 (Formas Pegawsl
A Usulan dart Unit Ker[a/5KPD 2 tahun sezelah tahun anggaran berakhls 2 tahun Musnah
1) Analisa Jubatan
2] Baban Kerja
B Usulan Parmintian Formasl hepada MenPAN don B8 dan Kepals BEN 2 tahun tetnlah tahun anggaren berakhir 3 whun Kusneh
€ Persetujusn MenPAN dan BB Frahun setelah tahun anggaran berakhls 3 tahun Musnah
d  Penetapan Formosl PNS 3 tahun setelah tahun anggaran perakhte 3 tahun Mugnah
o Penetapan Forms il Khusus 2 tahin setelah reallsas) 3 tahun Musnah
2 |Pengadasn Pegawal
4 Proses Penetimaan Pegawal matiput] : 2 tahin seteloh semua dianghkat PNS 2whun Musnah
1] Pengumuman
2} Seleksl Administrusl
3} Permanggllan Pesorts Test
A} Pelaksaraan Ullan Tertulls
5) Kegutusnn Haosil Ujlan
&} Wrwancara
b Penetapan Pengumuman Kelulusan 3 tahun setelah sermua dlangxat PNS 2 tahun Muznah
¢ HBarkas Lamaran yang tdak diterima 4 tahien sitelnt tahin apggaran berakhie Mtnah
d Mot Usul dan kel ngkapan Penatapan NP - Mautuk berkas persecrangan
1) Surat Lamarsn
21 s
3] SKCK
4 ) Rareu Kuning
5) Sural Keterangan Kesehatan
o Naza Usul Pengrngkatan CPNS manfad) PNS lebih dart 2 tahun 1 tahun setelsh SK ditotapian 2 tehun Masih berkas persesrangan
5K CPNS/PNS Kololer 2 tahun setelak patiken SK ditetapkan 3tahun Clrilsl kembel
3 |Pembinaan Karle Pegawal
@ Diklat/Kursus/Magang/Tugas Belajar/Ujtan Dinoafizin Belajar Pagawal ¢ 2 tahun soteluh 5% ditetapkan 2 tahun Musnah
L) 5urat Perintah/Surat Tuges/5K/Sutat bin
2} Laporan Keglatan Pangombangan Dirf
Majuk barkas perssarangan

b Surst Tanda Tamat Pendidikan den Pelatihan (STTPL)/Sertifikat




JANG KRS WAKTU SIMPAN

ND
JENIS ARSIP = T KET
i 2 3 4 5
£, Unfar Ponilolan Pelaksanaon Pekerfsan (DP3)/Standar Kinerja Pegawal {5KP) 1 tahun satelah 5K ditetaphan 3 tohun Musnah
d. Daftar Usul Penwtapan Angka Krodit 1 tahun anggaran betjilsn 2tahun Musnah, kecualt SK Penatagan Angka
krodiz musuk berkns persuorangen
o, Disiplin Pagawal 1 tahun anggaren besjalan 2tahun usnoh
1} Cattar hadir
2) Rekapitulnsl Daltar Hudlr
f. Barkas Hukuman Disiplin 1 tahun anggaron beratan 1 1ahun Musnah Lecuall BAP dan
SK monuk berkis perjearangan
g Panghargaon dan Tanda Jasa 2 tatvun satelsh SK ditetapkan 2 tahun Mugnah kecuall S8
masuk borkas parseorangin
4 yelasalan Pengelolaan Keb Pegnwal 1 tahun setalah memperolah 5 tahur Dinfir ko mbiali,kecuall
kepulusan tetap Sk penetapin masuk berkas
perseceangan
§  |Mutasi Pagowal
o, Ahli Status, Pindah fnstans), Plndah Wilayah Kerda, Diperbantukan, 1 tahun setelah S5 dietapkan 2 tahuin Musnah, kecuall Notadan 5%
Dipekerjakan, Pamindahan Sementara, Mutas! srtar Ferwakilen, Parsetujulin maguk berkas
dan Mutazl Antar Unjt perseorangan
b, Mata Persatujuan/Pertimbangan Kepala BXN . Masuk berkss persectangan
€. Mutasl Kaluarge tasuk berkes persesrangan
1} Surat Izin Pernikahan/Perceralan
2j Surat Penalakan izin Pernlkahan/Perceralon
3) Surat Nikah/ceral
4) Ahte Kelahlran Anak
5) Surt Kmterangan Maninggal Dunls
d. Usul Kenalkan panghat/galengansjabatan 1 tahun sotelph X ditetapian 2 whun My, kecuall Mot dan SK
masuk berkas perstorangan
e, Usul Penpanghatsn dan Pemberhantian dalam 1 1ahiun setelah 5K ditetapkan 2whun Musriah, kacuali 5K
Inbatan StrukturalfFungsional masuk barkat parsorangan
T, Usul Penotapan Perubahan Dala Dasar/Stetus/Meduduban 1 tahun setaloh SK ditetaphkan 2 tatun Musnsh, kecusll Surat Parsetujuan

Hukum Pegawsl

dan §K masik berkes perseorangan




JANGIA WAKTU SIMPAN KET
N JENIS ARSIP ARTTF INAKTIF
3 3 3 [ 5
& Peninjausn Muse Korfa 2 tahun setelah SK disetagkan 2tahan Musniah, kecuall SK dan hota
masyk berkes porsaorangin
h. Berkas Barpangkal 1 tahin setelah 5K dizetapkan 5 tahun Musnah
6 (Adminlstrasl Pagawal
. Surat Ferintah Otnaa/Suray Tugas 2 tahvun setalah polaksnaan 2 tahun Ausnab kecuall 5K
mitsub barkes porseorangan
b. Cuti Basar 1 tahun satelah 8K ditetapkan . Masuk berkas persearangan
& Cuti Sakit, Cutl Bursaln, Cuti Tahunan L tahun snteloh poliisanann 2erhun Museeh
4, Cutl Mavan Ponting 1 tahun satelah polaksanaan 2 tahun Musnah
o, Cutl Dituer Tanggungan Negars (CTLN) 1 tahin potelah polakssnaan - Maruk berkas persearangan
f. Dekumentast dentitas Pogawal 1 tahu setefah [duntites ditetapkan 2 tahn Musnah
1] Usul Panetapan Karpeg/WPE/NarliKarsu
2} feanggotaan Organisas Profesl/Kedinatan
3} Laparan Pajak Penghesilan Fribadi (LP29)
A} Keterangan Penarimeon Pembayaren Panghastian Pegawai (kP4)
g Berkns Kepegawalan dan Dafar Urut Kepangkatan [OUK) 2 thun ” Muankh
h, Berkas Pengurusan Kenalkan Gafl Berkals 2 tahun tahun Musnah
7 |KeseJahtaraan Pegawal 2 whun o Mytirah
n. Berkep tentang Layanon Pemeliharaan Kesehatan Pegawal
b, Barkas tantang Layanan Asurans) Prgawalftskes
€. Berkas tentang Layanan Tabungan Perumahan
. Barkas tentang Layanan Bantuan Sosisl
@ Berkas tentang Loyapnan Pakalen Dings
f. Berkas tentang Layanan Pegawal yang Meninggal Karena Dinas
# Berkss teniang Pemberian Tali Avik
h. ferkas tentang Fomberian Plagam Panghnrgaan dan Tanda fasa
[ Berkas tentang Layanan Olah Ragn dan Rukreas)
B |Pemborhention Pegawnl Tanpa Hak Pantlun 1 tahun setelah 5X ditetapkan tahun MR IR parittrgth
2 tahun setelah hak dan kowaliban Dinifal kamtall

Parsefisinan/Sengheta Kopegawalan

1 twhun setelah memperaleh
keputusan borslfat wtep

habiy




e e e

JANGHA WAKTU SIMPAN KET
NO IENIS ARSIP AT (NAKTIF
1 2 3 [] ]
10 (Usul Pemnirintshan dan Penstapon Persiun 1 tahun sotalah S8 ditetapian 2 tahup Musnoh Kecunll 5K
Pegawal!iands/Cuda dan PNS yarg Meninggal Dunin Musuk barkas perseorangan
11 (Berkas Perseorangan Pegawal Negart Sipil : 1 tahun setelab barhent/pansiun sampal 2 tahun Musnak kecusli [sbatan Sekretarts Daerah,

Berkas Lameson yang Diterima
Nota Pengtapan NIP dan Kelengkapaanyn
Nots Persatujuan/Pertimbengan Kepala BEN
SK Panganghaton CINS
Hasll Pangu)fan Kesehatan
5K Penganghkatan PNS
5K Peninjaunn Masa Xerfa
SK Kenalkan Pangkat
Surat Pornyatasn Melaksinakan Tugas/Mendudukl Jabatan dan
Surat Parnyataan Pefanttkan
SK Pengangkirian dalam atau Pembarchentian dori Jabatan Struktur/
Fungsional
. 5% Parpindshan Wilsyah Kerja
5k Purpindahan Antar \Wilayah
+ SKCutl gl lure Tanggungan Megar {CLTN)
. Berita dcara Pamarlcsaan
SK Hukurman Jabatan/Hukuman Disiplin PHS
. 5K Parbantuan/Dipekeriakan di Lisar Instans! Induk
. SK Panarikan Kemball darf Perbantuan!Dipekerjakan
X Pemberian Uang Tunggu
Sk Pembabasan dard Jabatan Organik karena Diangkat sebagal
Pajabat Negare
SK Pengalihan PNS
SK Pambaerhention sebagal PNS
5K Pamberhentian Sementars
. Surat Keterangan Pernyataan Hllang
Surat Keterangan Kembali PNS yang Dinyataken Hilang
SK Penggant Nama
Suril Perbalkan Tanggal Tehun Kelakian
. Surat Nikshy/Ceral
Aty Kelahiran
o Isian Formullr PLUPNS
. Berita Acara Pengamblan Sumpah/lan)l PNS dir Jabatan
. Surat Permohonan Manjad) Aggete Parpal
- Surat Keterangan Mutasl Kelunrga
. Surat Keterargan Maninggal Cunin
. Surat Ketersngan Peningkatan Pand!dikan
. Penetagan Angls Kradit labatsn Fungsional
Surat Ketarangn Hasll Penalitian Khusss
Surat Pemberithuar Kenalkan Gafl Borkala
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dangan hak dan kewallban habls

Adlaten Sekretarls Orecah, Pars Pamimpin
SXPD, Sl Ahli/Aslsten Dacrab, Kepale
Kelurahan, dan pejobat laln yang secara
Indivtdual ditentukan oloh Instansl sorta
PNS yang berjasa)/ toriibat perlsthwa
barkala nasiohal




JENIS ARSI

JANGKA WAKTU SIMPAN KT

IHAKTIF

2

4 5

W Surat Tugas/tzin Bolajar Dalam/Luar Negerl
man Surat tzin Beperglan ke Lusr Negeri
Karty Pandaltasan Ueng (Kerdil) PNS
Hesah/Sertilikng
SK Penempatan/Panarikan Pagawnsl
5K Penganghkatan pada labatan ol fuer instansl induk
Surat Partimbbngan status PNS
5K Pengaktifan Kernball Sebagel PNS
Suror Pornyataan Pungunduran Dirl dari Jabatan Organik karena dicalonkan
sebagai Kepala/Wakil Kepala Dactah
wu 5K Penglun

228883

Harkas Parsuorangsn Pejsbat Negara
‘Wallkora dan Wahil Wallketa

1 tahus seteloh bechentl/pantiun

2 whun sampal dangan hak dan Permanén

howa|iban habls

i3

Berkes Persgorangan Pejabat Lalnmya
2. Ketua, Wakll Ketua, Amggata DPRD

B, Ketua, Wakil Ketua, Amggate KPUD, dan Panwasiu Kada
€ Ketua, Wakil Kelua, Anggota Komisl Lainnya

1 tohun setelah Barhent/pensiun

kwwalban habls

2 tahun sempal dengan —.M dan Parmaneon

PlL. WALIKOYA PALEMBANG

HARNOJOYOD




